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ABSTRACT 

Population growth as a result of a legally valid marriage bond is due to the purpose of 

regenerating offspring, maintaining culture, customs and the demands of religious norms or 

beliefs, moral norms, courtesy norms and legal norms. iiLaw iNo. i1 iyear i1974 ion 

marriage is a positive law that applies in Indonesia. This law has not provided legal certainty 

for all possible mixed marriages due to differences in religion/beliefs and/or different 

nationalities, due to the infinite iera iof iworld iglobalization.  The research done is 

normative juridical research to find the truth in mixed marriage. The results obtained that 

While the marriage of Indonesian citizens with foreign citizens who have a different religious 

faith/belief can make a marriage in Indonesia with the plea of a legitimate coronation of their 

marriage through the ruling of the judges The general judiciary based on mixed marriage 

Regeling iop ide iGemengde iHuwelijken i(GHR) istb.i1898 iNo. i158. 

Keywords: imixed imarriage, iMarriage iAct, iJudge itribunal iruling 

ABSTRAK 

Pertumbuhan  penduduk akibat dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum diantaranya 

karena tujuan untuk regenerasi keturunan, mempertahankan kebudayaan, adat istiadat 

maupun tuntutan norma agama atau kepercayaan,  norma kesusilaan, norma kesopanan dan 

norma hukum.iUndang-Undang i iNomor i1 iTahun i1974 itentang iPerkawinan imerupakan 

ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia. Undang-undang ini belum memberi kepastian 

hukum terhadap semua kemungkinanperkawinan campuran karena  perbedaan agama 

/kepercayaan dan/atau berbeda kewarganegaraan, akibat era globalisasi dunia tanpa batas. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif untuk mencari kebenaran dalam 

perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh bahwa pernikahan warga negara Indonesia i 

idengan iwarga inegara iasing iyang mempunyai iman agama/kepercayaan yang berbeda 

dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penatapan sah-nya 

pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum berdasarkan Peraturan 

Perkawinan Campuran, iRegeling iop ide iGemengde iHuwelijkeni(GHR) istb.i1898 iNo. 

i158. 

 

Kata iKuncii: iPerkawinan icampuran, iAkta i iPerkawinan, iPutusan iMajelis iHakim 

 

I. PENDAHULUAN 
Perkembangan kelompok sosial 

masyarakat dalam hal perkembangan 
jumlah keluarga dengan tujuan untuk 
regenerasi keturunan, 
mempertahankan kebudayaan, adat 

istiadat maupun tuntutan norma 
agama atau kepercayaan, 
memerlukan ikatan perkawinan 
diatara sepasang pria dan wanita. 
Ikatan perkawinan tersebut diatur 
dalam norma-norma keagamaan 
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menurut kepercayaan masing–
masing manusia  dan norma hukum 
yang berlaku dan melekat kepada 
setiap manusia berdasarkan 
kewarganegaraannya sehingga ikatan 
perkawinan tersebut tidak melanggar 
semua norma yang hidup di 
masyarakat dimana mereka 
berdiamyaitu norma 
keagamaan/kepercayaan, norma 
kesusilaan, norma kesopanan dan 
norma hukum. 

Interaksi antar dua insan 
manusia pria dan wanita saat ini 
tidak dapat dibatasi hanya karena 
kesamaan budaya, agama, suku, dan 
tempat, tetapi setiap insan manusia 
dapat melakukan interaksi rasa 
simpati dan kasih saying untuk 
membentuk bahtera rumah tangga 
melalui ikatan perkawinan tanpa ada 
jarak. Didalam era global saat ini 
hanya ada satu komunitas sosial 
masyarakat global yang dapat 
terhubung karena adanya 
komunikasi informasi secara tepat 
dan cepat maupun karena 
perpindahan manusia secara cepat 
akibat teknologi transportasi 
modern. Kecocokan dua insan pria 
dan wanita yang mempunyai rasa 
kasih sayang dan cinta untuk 
membentuk rumah tangga melalui 
ikatan perkawinan dapat 
menimbulkan hak dan kewajiban 
masing-masing insan manusia yang 
perlu diatur dalam peraturan 
perundang-undangan agar Negara 
dapat melindungi masyarakat dengan 
mewujudkan mereka menjadi 
keluarga yang sejahtera. 

Ikatan perkawinan yang terjadi 
dapat berupa perkawinan campuran 
seperti perkawinan karena pebedaan 
agama dan perkawinan karena 
perbedaan kewarganegaraan. Dalam 
pembahasan ini, penulis hanya 
meneliti tentang perkawinan 

campuran karena perbedaan 
kewarganegaraan, baik pria atau 
wanita sebagai warga Negara 
Indonesia dengan pria atau wanita 
warga Negara asing yang 
melangsungkan pernikahan di 
wilayah Negara kesatuan republik 
Indonesia atau di luar negeri. 

Berdasarkan latar belakang 
perkawinan campuran tersebut 
diatas, penulis menyusun rumusan 
masalah: 

Bagaimana pekawinan campuran 
berbeda kewargane-garaan menurut 
UU Perkawinan, dan dasar hukum 
apa diterapkan hakim untuk sahnya 
pernikahan dengan berbeda 
kewarganegaraan beda agama 
menurut hukum perdata 
internasional di Indonesia ? 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan pasal 1 mendefinisikan 
bahwa Perkawinan adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, yang berarti pernikahan dapat 
dilangsungkan jika para pihak-pihak 
mempelai pria dan mempelai wanita 
menganut agama/ kepercayaan yang 
sama. 

Dua pandangan teori tentang 
pengertianperkawinan campuran 
menurut UU  Perkawinan, yaitu: 

1. Perkawinan antara pihak-pihak 
yang berbeda domicile-nya 
sehingga terhadap masing-masing 
pihak berlaku kaidah-kaidah 
hukum intern dari dua sistem 
hukum yang berbeda. 
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2. Perkawinan antara pihak-pihak 
yang berbeda kewarganega-raan/ 
nasionalitasnya. 

Perkawinan campuran yang 
tidak memenuhi kriteria perkawinan 
campuran UU Perkawinan, secara 
hukum tetap dapat dilakukan 
perkawinan dengan   berlaku asas-
asas utama untuk mengatur validitas 
materiil dan formal dalam Hukum 
Perdata Internasional (Bayu SH, 
2013: 265). 

3. METODE PELAKSANAAN 

Metode penilitian yang dilakukan 
penulis adalah penelitian yuridis 
normatif dengan sumber hukum yang 
berasal dari peraturan perundang-
undangan. 

4. HASIL dan PEMBAHASAN  

Yang dimaksud pekawinan  
menurut pakar bidang hukum 
perkawinan diantaranya: 
1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

perkawinan adalah peraturan 
yang digunakan untuk mengatur 
perkawinan. 

2. Menurut Idris Ramulyo, 
iperkawinan adalah isuatu 
iperjanjian iyang isuci dan iluas 
idan ikokoh iuntuk ihidup 
bersama isecara isah iantara 
iseorang laki-laki idan iseorang 
iperempuan membentuk ikeluarga 
iyang ikekal, santun imenyantuni, 
ikasih-mengasihi, itenteram idan 
ibahagia. 

3. Sahnya hubungan kelamin laki-
laki dengan kelamin perempuan 
sejak adanya akad, yang menjadi 
definisi atau pengertian nikah dari 
Prof. Ibrahim Hosen (Asyhadie, H. 
Zaeni, 2018: 134). 

4. Pasal 1 iUU iNomor i1 iTahun 
i1974 itentangiPerkawinan  
(selanjutnya disingkat dengan  UU 
Perkawinan), Perkawinan  ladalah 

likatan llahir batin lantara 
lseorang lpria ldan seorang 
lwanita lsebagai lsuami listri 
dengan ltujuanlmembentuk 
lkeluarga atau lrumah ltangga 
lyang lbahagia dan lkekal 
lberdasarkan lKetuhanan Yang 
lMaha lEsa.Menurut pasal  2 ayat 
(1) UU Perkawinan bahwa 
Perkawinan ladalah lsah lapabila 
dilakukan lmenurut lhukum 
lmasing-masing lagama ldan 
lkeperca-yaannya litu dan pasal 57 
UU Perkawinan menyebutkan 
yang dimaksud dengan 
perkawinan campurandari 
lUndang-undang lini lialah 
lperkawinan lantara dua lorang 
lyang ldi lIndonesia tunduk lpada 
lhukum lyang berlainan, karena 
lperbedaan lkewarga-negaraan 
ldan lsalah lsatu lpihak berke-
warganegaraan lIndonesia. l 

Pengertian dari kedua pasal 
tersebut diatas menurut M. Nur 
Kholis Al Aminbahwa perkawinan 
campuran terjadi karena adanya 
perbedaan agama dan perbedaan 
kewarganegaraan (M. Nur Kholis Al 
Amin, 2016). Perkawinan beda 
agama era tahun 1970-an seperti 
Emilia Contessa (Islam) dengan Rio 
Tambunan (Kristen), era 1980-an 
Perkawinan artis Jamal Mirdad yang 
beragama islam menikahi Lydia 
Kandau beragama Kristen, yang 
kecenderungan saat ini  terus 
meningkat (M. Nur Kholis Al Amin, 
2016). Perkawinan beda 
kewarganegaraan yang disebutkan 
antara lain perkawinan antara Bunga 
Citra Lestari (WNI) dengan Asraf 
Sinclair (WNA) dan artis  Krisdayanti 
(WNI) dengan Raul Lemos (WNA)(M. 
Nur Kholis Al Amin, 2016). 

Sebelum berlaku UU Perkawinan 
di Indonesia, tentang perkawinan 
campuran  diatur dalam Peraturan 
Perkawinan Campuran, iRegeling iop 
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ide iGemengde iHuwelijken i(GHR) 
istb.i1898 iNo.i158 i(Asyhadie, H. 
Zaeni, 2018: 162). 

Menurut GHR, perkawinan 
antara mereka yang tunduk pada 
hukum yang berlainan berdasarkan 
Pasal 131 Indische Staat Regeling (IS), 
perkawinan campuran dilakukan 
berdasarkan hukum si suami, dan si 
perempuan selama iperkawinan iitu 
ibelum iputus akan itunduk ikepada 
ihukum iyang berlaku ibagi 
isuaminya(Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 
163). 

Menurut pendapat penulis sesuai 
UUD NRI Tahun 1945 Aturan 
Peralihan pasal 1 menyebutkan 
“Segala iperaturan iperundang-
undangan iyang iada imasih itetap 
iberlaku iselama ibelum idiadakan 
iyang ibaru imenurut Undang-
Undang Dasar ini” yang berarti 
bahwa    Peraturan Perka-winan 
Campuran, iRegeling iop ide 
iGemengde iHuwelijken i(GHR) 
istb.i1898 iNo. i158 idapat dijadikan 
dasar hukum bagi hakim,     sehingga 
setiap warga Negara Indonesia laki-
laki atau perempuan yang akan 
menikah idengan iwarga iNegara 
iasing idan berbeda agama atau 
kepercayaan walaupun tidak diatur 
dalam UU Perkawinan, dapat 
melangsungkan pernikahan di 
Indonesia dengan memohonkan 
penatapan sah-nya pernikahan 
mereka melalui putusan majelis 
hakim peradilan umum 

Perkawinan campuran yang 
berbeda kewarganegaraan ini 
merupakan hukumperdata inter-
nasional yang merupakan peristiwa 
dan perbuatan hukum yang pada 
pelaksanaannya diatur oleh ihukum 
iyang iberlaku idi iIndonesia. Hukum 
keperdataan yang berlaku bagi 
masin-masing insan yang berbeda 
kewarga-negaraan dibutuhkan 
kesepakatan para insan yang 

membentuk ikatan perkawinan 
sehingga salah satu hukum 
keperdataan yang diterapkan dalam 
ikatan perka-winan tersebut. 

UU Perkawinan telah mem-buat 
aturan tentang penye-lenggaraan 
perkawinan campuran pada pasal 57 
sampai pasal 62. Perkawinan 
campuran dapat dilakukan sesuai 
aturan pada pasal 60: 

 
1. Perkawinan lcampuran ltidak 

ldapat ldilaksanakan lsebelum 
lterbukti lbahwa lsyarat-syarat 
lperkawinan lyang lditentukan 
loleh lpihak lmasing-masing 
ltelah ldipenuhi. L 

2. Untuk lmembuktikan lbahwa 
lsyarat-syarat ltersebut ldalam 
layat l(1) ltelah ldipenuhi ldan 
lkarena litu ltidak lada lrintangan 
luntuk lmelangsungkan 
lperkawinan lcampuran lmaka 
loleh lmereka lyang lmenurut 
lhukum lyang lberlaku lbagi 
lpihak lmasing-masing 
lberwenang lmencatat 
lperkawinan, ldiberikan lsurat 
lketerangan lbahwa lsyarat-
syarat ltelah ldipenuhi. L 

3. Jika lpejabat lyang lbersangkutan 
lmenolak luntuk lmemberikan 
lsurat lketerangan litu, lmaka 
latas lpermintaan lyang 
lberkepentingan, lPengadilan 
lmemberikan lkeputusan 
ldengan ltidak lberacara lserta 
ltidak lboleh ldimintakan 
lbanding llagi ltentang lsoal 
lapakah lpenolakan lpemberian 
lsurat lketerangan litu lberalasan 
latau ltidak. L 

4. Jika lPengadilan lmemutuskan 
lbahwa lpenolakan ltidak 
lberalasan, lmaka lkeputusan litu 
lmenjadi lpengganti lketerangan 
ltersebut layat l(3). 



5 
 

JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari); 1-8 

5. Surat lketerangan latau 
lkeputusan lpengganti 
lketerangan ltidak lmempunyai 
lkekuatan llagi ljika lperkawinan 
litu ltidak ldilangsungkan ldalam 
lmasa l6 l(enam) lbulan lsesudah 
lketerangan litu ldiberikan. 

Persyaratan-persyaratan yang 
dipenuhi warganegara yang akan 
melangsungkan perkawinan karena 
perbedaan kewarganegaraan di 
antaranya memerlukan surat 
keterangan perkawinan dari 
kedutaan atau Negara yag 
bersangkutan, paspor dan juga 
pernyataan sumpah sehingga dapat 
diterbitkan kutipan akta perkawinan 
(excerpt of marriage of religious 
affair) (M. Nur Kholis Al Amin, 
2016), sehingga ikatan perkawinan 
dalam hukum perdata telah 
dirumuskan di UU Perkawinan yang 
bertujuan memberikan perlin-
dungandan kepastian hukum bagi 
warga Negara Indonesia. Jika 
perkawinan dilakukan di Indonesia 
maka perkawinan harus dilakukan 
berdasarkan ketentuan UU No. 1 
Tahun 1974 (Asyhadie, H. Zaeni, 
2018: 163). 

Dalam pasal 3Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan iUU iNomor i1 
iTahun 1974 iTentang iPerkawinan  
dinyatakan: 
1. Setiap iorang iyang iakan 

imelangsungkan iperkawinan 
imemberitahukan ikehendaknya 
iitu ikepada iPegawai iPencatat 
iditempat iperkawinan iakan 
idilangsungkan.I 

2. Pemberitahuan itersebut idalam 
iayat i(1) idilakukan isekurang-
kurangnya i10 i(sepuluh) ihari 
ikerja isebelum iperkawinan 
idilang-sungkan.I 

3. Pengecualian iterhadap ijangka 
iwaktu itersebut idalam iayat 

i(2) idisebabkan isesuatu ialasan 
iyang ipenting, idiberikan ioleh 
iCamat iatas inama iBupati 
iKepala iDaerah. i 

Akta pernikahan diklasi-
fikasikan menjadi 2 (dua) macam, 
yaitu : Akta dari iKepala iKantor 
iUrusan iAgama bagi iorang iyang 
iberagama iislam idan Akta idari 
iKepala iKantor iCatatan iSipil bagi 
iyang iberagama inon 
Islam.i(Asyhadie, iH. iZaeni, i2018: 
i82). 

Syarat iuntuk imendapatkan 
iakta perkawinan sebagaimana 
dikemukakan H. Salim HS adalah 
sebagai berikut: 

1) Persyaratan Umum seperti: Surat 
pengantar dari Lurah/Kepala 
Desa, KTP, KK, Akta 
kelahiran/Surat Kenal lahir, 
pasfoto. 

2) Persyaratan Khusus, seperti: 
a. WNI Keturunan Asing, iharus 

idilengkapi idengan iSBKRI, 
iSK iganti inama; 

b. Warga iNegara iAsing, iharus 
idilengkapi idengan iSTMD 
i(polisi), iSTA i(Imigrasi) 

c. Surat iketerangan imodel iKR; 
d. Pajak ibangsa iasing; idan 
e. KIM/KIMS 

3) Bagi iWNI iKeturunan iasing 
iyang bukan ipenduduk idari 
iwilayah hukum iKantor iCatatan 
iSipil tempat idiajukan iakta, 
iharus dilengkapi isurat 
iketerangan Kantor Catatan Sipil 
dari daerah asalnya. 

4) Paspor surat keterangan 
kedutaan (izin) perwalian 
diplomatic bagi orang asing 
(Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 82). 

Perkawinan di luar negeri akan 
dianggap sah jika dilakukan 
menurut hukum Negara di mana 
perkawinan dilakukan sesuai 
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aturan pada pasal 56 UU 
Perkawinan, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

1. Perkawinan ldi lIndonesia 
lantara ldua lorang lwarganegara 
lIndonesia latau lseorang 
lwarganegara lIndonesia ldengan 
lwarga lnegara lAsing ladalah 
lsah lbilamana ldilakukan 
lmenurut lhukum lyang lberlaku 
ldi lnegara ldimana lperkawinan 
litu ldilangsungkan ldan lbagi 
lwarganegara lIndonesia ltidak 
lmelanggar lketentuan lUndang-
undang lini. L 

2. Dalam lwaktu l1 l(satu) ltahun 
lsetelah lsuami listri litu lkembali 
ldi lwilayah lIndonesia, lsurat 
lbukti lperkawinan lmereka 
lharus ldidaftarkan ldi lKantor 
lPencatat lperkawinan ltempat 
ltinggal lmereka. 

Asas-asas Hukum Perdata 
Internasional tentang hukumyang 
harus digunakan untuk untuk 
mengatur validitas imateriil isuatu 
iperkawinan campuran: 

1. Asas ilex iloci icelebrationis iyang 

ibermakna ibahwa ivaliditas 

imateriil iperkawinan iharus 

iditetapkan iberdasarkan ikaidah 

ihukum idari itempat idi imana 

iperkawinan idiresmikan i/ 

idilangsungkan; 

2. Asas iyang imenyatakan ibahwa 

ivaliditas imateriil isuatu 

iperkawinan iditentukan 

iberdasarkan isistem ihukum 
idari itempat imasing-masing 

ipihak imenjadi iwarga iNegara 

isebelum iperkawinan 

idilangsungkan; 

3. Asas iyang imenyatakan ibahwa 

ivaliditas imateriil iperkawinan 

iharus iditentukan iberdasarkan 

isistem ihukum idari itempat 

imasing-masing ipihak iber-

domicile isebelum iperkawinan 

idilangsungkan; 

4. Asas iyang imenyatakan ibahwa 

ivaliditas imateriil iperkawinan 
iharus iditentukan iberdasarkan 

isistem ihukum idari itempat 

idilangsungkannya 

iperkawinani(locus 

icelebrations), itanpa 

imengabaikan ipersyaratan 

iperkawinan iyang iberlaku idi 

idalam isistem ihukum ipara 

ipihak isebelum iperkawinan 

idilang-sungkan i(Bayu SH, 2013: 

265). 

Anak yang lahir dari perkawinan 

campuran memerlukan perlin-

dungan anak sesuai denganPasal 29 

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak, menentukan: 

1. Jika iterjadi iperkawinan 
icampuran iantara iwarga 
inegara iRepublik iIndonesia 
idan iwarga inegara iasing, ianak 
iyang idilahirkan idari 
iperkawinan itersebut 
iberhakimemperoleh 
ikewarganegaraan idari iayah 
iatau iibunya isesuai idengan 
iketentuan iperaturan 
iperundang-undangan iyang 
iberlaku. 

2. Dalam ihal iterjadi iperceraian 
idari iperkawinan isebagaimana 
idimak-sud idalam iayat i(1), 
ianak iberhak iuntuk imemilih 
iatau iberdasarkan iputusan 
ipengadilan, iberada idalam 
ipengasuhan isalah isatu idari 
ikedua iorang ituanya. 

3. Dalam ihal iterjadi iperceraian 
isebagaimana idimaksud idalam i 
iayat i(2), isedangkan ianak 
ibelum imampu imenentukan 
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ipilihan idan iibunya 
iberkewarganegaraan iRepublik 
iIndonesia, idemi ikepentingan 
iterbaik ianak iatau iatas 
ipermohonan iibunya, 
ipemerintah iberkewajiban 
imengurus istatus ikewargane-
garaan iRepublik iIndonesia ibagi 
ianak itersebut. 

Pasal 45 sampai pasal 49 
UU Perkawinan mengatur 
ketentuan tentang anak yang 
intinya menentukan sebagai 
berikut: 

1. Orang itua iwajib imemelihara 

idan imendidik ianak-anak 

imereka isebaik-

baiknya.iKewajiban iornag itua 

iberlaku isampai ianak iitu 

ikawin iatau idapat iberdiri 

isendiri. 

2. Anak wajib menghormati orang 

tua dan menaati kehendak 
mereka yang baik. 

3. Anak wajib memlihara dan 

membantu orangtuanya 

manakala sudah tua. 

4. Anak yang belum dewasa, ibelum 

ipernah imelangsungkan 

iperkawinan iada idi ibawah 

ikekuasaaan iorang itua. 

5. Orang itua imewakili ianak idi 

ibawah iumur idan ibelum 

ipernah ikawin imengenai isegala 
iperbuatan ihukum idi idalam 

idan idi iluar ipengadilan. 

6. Orang itua itidak idiperbolehkan 

imemindahkan ihak iatau 

imengga-daikan ibarang-barang 

itetap iyang idimiliki ianaknya 

iyang ibelumiberusia i18 itahun 

iatau ibelum ipernah 

imelangsungkan iperka-winan, 

ikecuali ikepentingan isi ianak 

imenghendakinya. 

 
 

5. SIMPULAN 

Perkawinan campuran bagi pria 

atau wanita iwarga iNegara 

iIndonesia dengan warga iNegara 

iasing dapat dilangsungkan 

pernikahannya di wilayah Indonesia 
berdasarkan UU Perkawinan, dan sah 

juga dilangsungkan pernikahannya di 

luar inegeri ibilamana dilakukan 

imenurut ihukum iyang berlaku idi 

iNegara idimana iperkawinan itu 

idilangsungkan idan ibagi 

warganegara iIndonesia itidak 

melanggar iketentuan iundang-

undang Perkawinan, serta 

melindungi anak-anak keturunan 

mereka sesuai undang-undang 

perlindungan anak. 

Peraturan Perkawinan 

Campuran, Regeling op de Gemengde 

Huwelijken (GHR) stb. 1898 No. 158 

dapat dijadikan dasar hukum bagi 

hakim,     sehingga setiap warga 

Negara Indonesia laki-laki atau 

perempuan yang akan menikah 

dengan warga Negara asing dan 

berbeda agama atau kepercayaan 

walaupun tidak diatur dalam UU 
Perkawinan, dapat melangsungkan 

pernikahan di Indonesia dengan 

memohonkan penatapan sah-nya 

pernikahan mereka melalui putusan 

majelis hakim peradilan umum. 
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